BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah
dipaparkan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian
tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Oleh Polisi di Kota Yogyakarta, yaitu: Pihak kepolisian Polisi Resor Kota
Yogyakarta belum memahami adanya aturan dalam Pasal 37 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai penempatan
tempat penahanan bagi penyandang disabilitas sensorik sebagi pelaku tindak
pidana. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sensorik sebagai pelaku
tindak pidana di Polisi Resor Kota Yogyakarta belum sepenuhnya dapat dipenuhi.
B. Saran
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah
dijabarkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi Kepolisian, seyogyanya melengkapi sarana dan prasarana ruang tahanan
Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang dapat mengakomodasi kebutuhan
penyandang disabilitas sensorik yang sedang ditahan dalam masa penyidikan

oleh polisi.
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2. Bagi divisi PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), seyogyanya
memperbaharui informasi dan pengetahuan tentang hak-hak penyandang
disabilitas sensorik yang menjadi pelaku tindak pidana menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

3. Bagi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, seyogyanya perlu mewujudkan
seluruh hak-hak penyandang disabiltas sensorik sebagai pelaku tindak pidana
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas.
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